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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI A NO.SERI 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2004
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Kabupaten yang bersifat strategis serta adanya penyesuaian akibat tidak
tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan dan adanya kebutuhan
yang mendesak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2004 perlu diadakan

perubahan;

b.  bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3569);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintan Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024);
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Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/
Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai
Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan
Refresif Kebijakan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 1988 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 1988 Nomor 7 Seri D, Nomor Seri 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor
61 Seri E Nomor Seri 5);



Menetapkan

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Rencana Stratejik (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri
3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2003
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 58 Seri A
Nomor Seri 4);

34.  Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri A
Nomor Seri 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah
Rp. 232.361.202.371,00 berkurang sejumlah Rp. 1.789.982,00 sehingga menjadi
Rp.232.359.412.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.  Pendapatan
a. Semula Rp. 192.665.677.231,00
b.  Bertambah Rp. 300.116.156,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 192.965.793.387,00
2. Belanja

a. Semula Rp. 232.361.202.371,00
b.  Berkurang (Rp. 1.789.982,00)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 232.359.412.389,00
Defisit setelah Perubahan (Rp. 39.393.619.002,00)



3. Pembiayaan

a.  Penerimaan

1)  Semula Rp. 41.000.000.000,00

2)  Bertambah Rp. 432.048.604,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 41.432.048.604,00
b.  Pengeluaran

1)  Semula Rp.  1.304.474.860,00

2)  Bertambah Rp. 733.954.742,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.038.429.602,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 39.393.619.002,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini yang terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

2. Lampiranll Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Lampiranlll  Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi
Perangkat Daerah;

4,  Lampiran IV  Daftar Piutang Daerah;

5. LampiranV  Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

6. LampiranVI  Daftar Dana Cadangan;

7. Lampiran VIl Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;

8.  Lampiran VIl Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Hulu Sungai Selatan menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kandangan
padatanggal 30 Juli 2004

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI’l

Diundangkan di Kandangan
padatanggal 30 Juli 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI A NOMOR SERI 2



